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ABSTRAK
(Dafrizal, 00.141.007, Fakalias Hukum Ekstensi Universitas Andalas, 67
halaman, Hukum Tentang Keglatan Ekonomi, PE LLL 2007

Dl perkara perdata yang diperlukan adalah untuk mencari kebenaran
formil. namun tidak =emua pibak yang mampu dan mengetahu bagaimana proses
dan cara untuk mencari kebenaran formil terseban, terlebih lags hal o dilakukun
di depan sidang pengadilan sebagal akibat pengetalsan bukum para pihak yang
mungkin masth kurang, maka oleh karena e undang-undang memberikan
peluang kepada para pihak yang berperkara tersebut untuk memberikan koasa
kepada pibak lain yang dianggapnya lebih mengetahul secara hukum seperti
advokat. terkait dengan hal tersebul maka dikenal adonyva pemberian kussa sceara
khusus entuk mewakili kepentingan para pihak dalam hal-hal tertentu, hal ini
secara hukum akan mempengarein luasnya wewenang vang diherikan kepada
penerima kuasa dan secara vurichs juga sangat penting artinya bagi poara pihak
maupun bagi hukom i sendiri.

Masalah pokok dalam perelitian ind menpenal apakah svarat-svaral
pemberizn kuasa khusos dalam berperkars perdata di Pengadifan Negeri Kelas 1A
Padang. bagaimana pentingnya sural kuasn khusos dilihat dari sis1 vuridis dalam
berperkara perdata di Penpadilan Negeri Kelas 1A Padang, apakah kendala vang
muncel dalam mempergunakan surat kuasa khusus dafam berperkara perdata di
Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dan bagaimana mengatasinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah denpan menggunakan
metede yuridis sosiofogis dan sifal penelitian am bersifat deshriptil, teknik
pengumpulan data berupa shudi dokumenstudh kepustakaan dan wawancara.

Dari hasil penelitian penulis terlibat balwa para pibak lebih dominan
mewakilkan perkaranya kepada seorang kuasa dalam berperkara perdata di
Pengadilan. hal ini dibuktikan dengan surat kuasa khusus yvang terdafiar (4
Pengadilan Negeri kelas 1A Padang, pendaftaran surat kuasa tersebul merupakan
kebarusan sehapai syarat lambahan selain yang distur olch SEMA No. 6 Tahun
1994 Art penting sural kuasa kbusus dari sisi yoridis dalam berperkara perdata i
Pengadilan Megeri Kelas 1A Padang ada dua (2), yaitu sural kussa khusus sebapai
dasar hukam untuk mempertegas keberadaan atan eksistensi para pihak di depan
sidang penpadilan dan surat kuasa khusus scbapai dasar hukum untuk membatasi
sckaligus mempertegas batas-batas kewenangan si penerima kuasa, sedangkan
kendala yang  muncul dalam memperguoakan surat koasa kbuosus  dulam
berperkara perdata di Pengadilan tersebut adalah masalah sucses fee, musalah
legalisasi ulang surat kuaza khusus di Pengadilan, masalah perubahan surat kuasa
khusus vang tidak memenuhi svarat formil di sidang Pengadilan dan klausula hak
subaitusi,



BADB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

I'ada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, keeuali
bagi erang-orang terentu vang menurul undang-undang tidak holeh melakukan
perbuatan hukum, Thalam hukum scars perdata dimongkinkan untuk mewakili
sesenrang berperkara di muka peneadilan guna membela hak-haknva, Untuk it
diharapkan adanya peran serta dari penerima kuasa yang cakap, berpengalaman
dan jujur serta menpgetabui bagaimana prosedur untuk menuntt dalam membely
haknya sgar menang dalam beeperkara. Sunggubpun demikian tidak  hisa
diprediksikan sesederhana yang dibayvangkan oleh banyak orang untuk melalui
semua tahapan proses pemberian kussa tersebut namun para pibak okan dibebani
dengan segala bak dan kewajiban vang harus dilakukannya,

Apabila pibak yang berperkura diwakili oleh seocamg penerima kuasa
maka pemberian kuasa tersebut harus denpan surat koasa khusos, Hal in
ditegaskan dalam Pasal 123 HIR14Y BRBG, yang menyatakan bahwa:

“Redua belah pihak yang berperkara, jika mercka menghendaki dapat

merminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa, vang untuk

maksud itu harus dilakukan dengan suate surat khusus, Kecuali badan
vang memberi kuasa itu hadir sendiri®!

Maksud dari Pasal 123 HIR/147 R.Bg memberi kemungkinan bahws

fepada pihak yang herperkara untuk diwakili oleh orang lain vang pada

'K. Wantjik Saleh, fwkum  Acara Perdate, Cetakan Keenam, Ghalia Inidomesia, 2002,
Hal ¥,



prinsipnya pemberian Kuasa tersebul adalah disertai dengan adanva surat kuasa
khusus, dan pihak wvang berpekara dapal puls membawa pembantu  atau
penasehatnya atav keluarganya juga harus memakad sural kueasa khusus agar
penerima kuasa bisa melakukan perbuatan bukum yang mana perbuatan bokum
it dapat berupa menyelenggarakan atau mengurus kepentingan oranz lain
mendampingl atau mewakili orang lain guna berperkara di muka Pengadilan.
Adanya surat kuasa Khusus tersebut, seorang penerima kuasa dapat dikatakan
mewakili para pihak vang berperkara.  Walou pemberian kvasa tersebut bukan
merupakan suatu keharusan, namun permasalabannyva adalah bagaimana jika
pihak yang berperkara memberikan kuasa kepada orang lain?

Fasal 123 HIR/147 R.Bp memberi ketegasan tentang apa vang dimaksud
Jengan surat kuasa khusus vaitu suatu surat kuasa vang dibuat dengan suatu akis
notaris atau dengan yang dibual eleh Panitera Pengadilan Negeri dan boleh juga
dengan akta di bawah tangan vang telah dilegalisic

sepintas lalu, masaldh kuasa khusus dalam berperkara di pengadilan
szring pemmbuatannya dilakukan secars sembarangan. Tidak diperhatikan apakah
rembuatannya elah memenubi svarat vang digariskan ketentuan perundang-
andangun, akibatnya surat kuasa tidak sah. Dampak surat kuasa khusos tidak
memenuhi syarat yaitu:’

I Surat gupatan tidak sab apabila pihak vang mengajukan dan

menandatangani  pugatan adalah kvasan  berdasarkan  seral kussa
terscbut, dan

* Ibid
© ML Yalwa Harahap, Hwkiw Acara Perdato, Sinar Grafika, Takarta, Cetakan Perlama,
2005, Hal 1
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2. Sepala proses pemeriksaan tidak sah atas alasan pemeriksaan dibadiri
olch kuasa yang tidak didukung oleh surst kuasa vang memenuhi
svarat.

Apabila terjadi hal seperti i, gupatan dinyataken tidak depal diterima,
Keadaan ini akan menimbuelkan Kerugian wakiu dan biaya bagi pengpugal, Waktu
dan biava terbuang sia-sia tampa memprroleh hasil penyvelesaian yang positif.

[ samping o juga serinyg terjacli bahwa sealu pihak maten] memerlukan
swat wakil untuk beracara <3 muka pengadilan karena memang tidak mongkin
beracara tanpa diwakili, misalnya badan hukum. Dalam kal ind uniuk dapat tampal
di depan penpadilan sebagai wakil pembernt kuasa, pencrima kuasa  harus
mendapal sural kuasa khuses. Hal ind ditegasken dalam Putosan Penpadilan
Ninpgi Bandung Mo, 14971972 {2-8-1972) yaitu :°

"“Dabwa seorang mangjer vang bertindak untuk dan atas nama perseroan

terbatas {PT) berdasarkan surat Kuasa  Direkoer PT, tidak  dapat

mengajukan gugatan di pengadilan, karena surat kvasa itu banva bersifat
urnum upluk mengures dan bertindak bagi kepentingan P17 tersebul, bukan
surat kugsa Ehusus sebagaimana dimaksud pasal 123 HIR/4T BR.Bg”

Berapa banyak pugatan yang kandas dalam praktek peradilan, ironisnya
<andasnya gogatan disebabkan sural kuasa tdak sempurna, sering terjadi pada
rengadilan tngkat pertama, kalau hakim sudah taho sural keasya Lidak memenuhi
caral  formal,  kenapa  tidak  dianjurkan uotek memperbaiki  dan

senyempurnakannya tetapi sebaliknva barangkali hakim sendiri tidak paham

warg pasti syarat formal sural koasa khusus dan persidangan jalan terus, pada

! Chaidir Al Vrrisprusensi Huknm Acara Perdaia fndonesia, Amrico, Ban dung, 1983
Har [a7 dalam M. Yahya Harohap, Wbenr Acara Ferdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal 6



tingkat banding atau kasasi bare ketahuan surst seral kuvasa tidak menenuhbi
syarat,”

et wraian Lersebuot, dapat dikatakan babwa banyaknya surat kuasa khusus
vang fidak memenuh] syarat formal tidak sma merupakan kesalaban dard
Ketuduktahuan seseorang namun hal ini juga disebabkan oleh tidak profesionalnya
batk para pihak yang bersengketa maupun penerima kuasa dan hakim serta pibak-
pihak yang berada di dalam lingkungan peradilan itu sendiri. Permasalahan yang
timbul yang harus lebih diteliti lagi adalah ketika surat kussa tersebur tidak
memenuhi syaral formil sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan, Lalu bagaimana arti penting sural kuasa Khusus tersebut dalam
reracara di pengadilan serta kendala yang ditern dakam pelaksanaanyva.

Berdasarkan hal-hal wvang lelah divraikan diztas, maka penulis tertarik
untuk meneliti dun mengangkat permasalahan tersebut kedalam suatu karangan
tImiah dalam bentuk skripsi dengan judul
TARTIPENTING SURAT KUASA KHUSUS DARL SIST YURIDIS DALAM
BERPERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI™ (Studi Kasus Jdi
Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang)
B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan i atas, maka perly
dibatast ruang lingkup masalah yang akan diteliti, vakni dengan menitik beratkan

sepada arti penting surat kuasa khusus dari sisi yuridis dalam berperkara perdata

* aL Yahya Harzhap, Kedwakan Kewenangar dan Acora Peradilan Agama UL No. 7
Taban {959 Sivar Grgfike, Jakorta, 2000, Hal 82



BALL I
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
AL Svarat-Syarat Pemberian Kuasa Khusus Dalam Berperkara Perdata DM
Penpadilan Negeri Kelas TA Padang
Schagaimana vang telah divraikan pada bab schelumnya bahws dalam
pemberian kuasa harus memenuhi beberapa persvaratan, Sepertl penerima kuassa
harus mempunyai surat kuasa khuosus, sesuai dengan bunyi Pasal 123 ayat (1) HIR
(Pasal 147 ayal (1) B.Bg), ditunjuk oleh tergugat sebagai kuasa ataw wakil dalam
persidangan (Pasal 123 awat {1} HIE dan 147 ayat (1) R.Bg), Memenuhi
persvaratan dalam Peraturan Menlen Kehakiman Mo, 11965 tanggal 28 Me 1965
io Keputusan Menteri Kehakiman No. LI 142011 tanggal 7 Oktober 1965 tentang
okl dan telah terdaftar sehagai advokat.
Kemudian sccara  aviversed Juga bisa dilihat  dalam pasal 1792
KUHPerdata ada 3 unsur penting dari pemberian kuasa yaitu mencakup
1. Persetujuan’kesepakatan para pihok

Adanva suatu perbuatan hukum

P

3. Suatu tindakan alas pama‘mewakih
Perlu dijelaskan babwa ketiga unsur ity saling berkaitan dan (idak boleh
kurang, apabila ada salab satu wnsur lerscbot tidak terpenuhi maka pemberian
Ruass telak sah atao balal,
Selanjutnya svarat kuasa khusus juga ditetaphkan melaliei SEMA Nemor 2
Tahun 1959 vang terakhir juga ditepaskan melaloi SEMA Nomor 6 Talun 1994

bahwa svarat kuasa khusus vang sah vailu;



BABIY

PENUTUF

A. Kesimpulan

Berdaserkan pada vraian pada bab sebelomnva maka dapat disimpulkan

hal-hal sebagi berikut:

)

faad
'

Syaral-syaral  pemberiim kuasa khosus dalam berperkars perdala d

Pengadilan Mepgeri Kelas 1A Padang selain harus memenuhi syaral formil

yanz ditentukan dalamy SEMA Nomor 6 Tahun 1994 juga adanya

Rehurosan untuk legalisasi ulang sural kvasa khusus yang tidak dibuat di

Fepaniternan Pengadilan Megerr Kelas EA Padany,

Artl penting surat kuasa kbusus dilihat dari sisi vuridis dalam berperkara

perdata ada dua (2), vaiu;

a. Surat kuasa khusus  sebagai dasar hukum untuk memperlegas
Keberadaan ataw eksistensi para pihak di depan sidang penpadilan

b, Surat kuasa kKhosus sebagai dasar hukum uniuk membatasi sekalipus
mempertegas batas-batas kewenangan $ pencrima kuasa.

Kendala yang muncel dalam mempergunakan surat kuasa khusus untuk

berperkara perdata i Pengadilan Negeri Kelas 1A Padange adalah masalah

success jee. masalah lepalisasi ulang di Pengadilan, masalah perubahan

surat kuasy khusus yang tidak memenubi svarat formil dan klawsula hak

subsitusi Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan hal-hal berikat ini:

d. Khosus masalah sweeess fee dalam prakieknya di Pengadilan MNegeri

Kelas 1A Padang sarmpai saal ind distasi dengan cara mencantumkan

ha



masalah swecess fee sebagai bagian dari isi perjanjian dalam surat
koasa khusus, yang meourut penulis hal ini kurang tepat karena
masalah swecesy fee tidak termasuk pada substans dari pemberian
kussa khusus, telapi menyanghot masalab imbalan jasa yang mesti
dibuat dalam perjanjian tersendiri.

b, Untuk masalah legabsast ulang dan perubahan suml Kunsa khoasus
vang tdak memenuhi syaral, yang secara vorihis Ldak mempunya
dasar hukum belum ada upava yang dilakukan umok mengatasi
permasalaban tersebut.

¢, Penaschat hukum sebelurs mepandmtangan seral kuass khuesus, skan
memberikan pengertian kepada klieannva balvwa ada suatu keadsan
lertente nantinya kalaw ia tidak bisy mewakili kepentingan kliennya,
maka ia akan melimpahkan kuasa tersebul pada rekan kerjanya yang
lain, Dengan cara seperti mi biasa para klien akan pabam dengan

sendirinya.

B. Saran-Saran

1s

DMiharapkan kepada Pengadilan MNegeri Kelas 1A Padang unuk masa vang
akan datang, khususnya dalam pembuoatan surat kuasa khosus, pengadilan
menpakui keabsahan sural kuass khusus vang dibuat di hadapan notaris
atau dengan akta otentik, sehingga tidak lagi diperlukan legalisasi ulang di
Fepanileraan  pengadilan.  Kalaupun  diperlukan  untuk  kepentingan

pengadilan maka harus ada dasar hukum yang melindunginya

i



-

2. Ddiharapkan kepada setinp penepak hukum, khusesnys parn penssehat
hukum agar selalu memberikan bantuan hukum yang sungguh-sungguh
kepada kliennya, dan diharapkan bantuan hukum yang diberikan tidak
semata-mata hanya karena kepentingan materi, melyinkan bertujuan untuk
membanta hakim guna mencari kebenaran formilnya.

3. Dalam masalab pervbahan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat
fprmil, diharapkan adanya kesclarasan antara ketentuan SEMA No, 01
Tahun 1971 dengan prakiek beracara di pengadilan, hal ini sangat penting
untuk scbush kepastian bukum. Selanjutnya dalam masalah success jec
diharapkan dibuat dalam perjanjian tersendiri Karena swecess fee tidak
termasuk pada substansl dard pemberian koasa khusus, tetapt menyangbut
masalal imbalan jasa uwotuk penerima kuasa. Kemudian mengenai
legalisasi ulang surat kuasa khusus di kepaniteraan pengadilan, diharapkan
kepada pemberi dan pererima kuasa untuk membuatnya di kepaniteraan
pengadilan yang bersangkutan, guna untuk menghindari legalisasi ulang
dimana juga membutubkan penambahan biaya. Terkait denpan klausula
hak subsitusi, diharapkan kepada penasehat hukum pada wakie membuat
surat kuasa khosus memberikan pengertian kepada pemberi kuasa
bahwasanya ketika penaschat hukum yang bersanpkutan berhalangan
maka kuasa tersebut dapat dilimpahkan kepada pihak lain tanpa

mengurang] substansi perajanjian kuasa khusus itu sendiri.

L)
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